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DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,

bahwa dalam 1angka pelaksanaan penertiban, pembinaan, pengawasan
dan pengendaulian Bidang Industri dan Perdagangan di Kabupaten
Mu'¢i Banyuasin periu suatu ketentuan yang mengatur mengenai
perizinan Bidang Industri dan Perdagangan tersebut;

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup
a di atas. perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi
Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 17 dan Kota Praje di Sumatera Sclatan (Lembaran Negara R
Fahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
1812y,

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Pamitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara R] Tahun 1960 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 2104):

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3685);

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentany Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 7);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
{Lembaran Negara Rl Nomor 13 tahun 1995, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3587);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
(Lembaran Negara R tahun 1995 Nomor 74, Tambahan 1.embaran
N-xgara RI Nomor 3611);

Undarg-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (entang Pajak Daerah dan
Retribusi  Dacrah  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(1.embaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3839):

10. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

keuangan antars Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara Rl
Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
T R48):

11. Peraturan ............
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i 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun {981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 6. Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor [3 Tahun 1995 ten‘ang Izin Usaba
Industri (Lembaran Negara Rl Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan
".embaran Negar.. RI Nomor 3596);

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Rl Nomor 2001 Nomor 119, Tambahan
L.embaran Negara Nomor 4139);

. Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun {996 tentang Kawasan

Industti:

. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 171 Tahun 1997 tentang

Prosedur Peagesahan Peraturan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 174 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Pemungulan Retribusi Dacrah;

. Keputusan Mentert Datam Negert RI Nomor 175 Tahun 1997 tentang

Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;

. Keputusan - Mentert Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor

590/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian
[zin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;

. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor

289/MPP/KEP/10/2001 tentang Standar Pedoman Pemberian Surat
lzin Usaha Perdagangan:

Keputusan Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan Rl Nomor
596/MPP/KEP/9/2004 tentang Standar Penyelengparaan Wajib daftar
Perusahaan:

Keputusan Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan RI Nomor
S59T/MPP/KLL/9/2004 tentang Pedoman Biaya” Administrasi Waiib
Datftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan;

. Peraturan Dacrah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi  Banyuasin
scbagaimana teleh diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Must Banyuasin
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi  Banyuasin  Tahun 2002
Nomor 11):

. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000

Tentang  Pembentukan  Orpanisasi  Dinas-Dinas  Daerah  dalam
Kabupaten Musi Banyuasin  sebagaimana telah  diubah  dengan
Peraturan Daeran Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000
feitang  Pembentukan  Organisasi Dinas-Dinas  Daerah  dalam
Kabupatenn Musy Banyuasin (Lembaran Duaerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2002 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN ...........
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUSIN
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah :

Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin;

. Dinss adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi

Banyuasin;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuqsm

Perizinan adaiah Perizinan dalam Bidang Industri dan Perdagangan
vang meliputi Izin Usaha Industri (1U1), Tanda Daftar Industri (TDI),
Sural [zin Usaha Perdagangan (S{UP), Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG):

Ret ibusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu,
Pemerintah Dacrah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau  badan  yang  dimaksudkan  untuk  pembinaan,  pengaturan.
pengendarian drn pengawasan atas kegiatun pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana. atau fasilitas
terteniu guna melindungi i epentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan:

. Industri adalah kegiatan ckonomi yang mengolah bahan mentah,

bahan baku dan barang sctengah jadi menjadi barang bernilai yang
lehih linggi untuk penggunaannya. termasuk kegiatan rancang bangun
dan perckayasaan;

Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan
secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau
jasa dengan disertal imbalan atau kompensast;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Persercan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau
Organisasi sejenis, Lembaga dana dokumen, bentuk usaha tetap serta
bentuk badan lainnya;

. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis

usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja
serta berkedudukan dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin untuk
tujuan memperolch keuntungan dan atay laba:

Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat dllutup
dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk
dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang perniagaan atau
barang dagangan tediri dari bahan pokok/penting, bahan baku, bahan
baagunan, bahan hasil industri dan barang dagangan lainnya yang
dipergunakan sehari-hari:

mobzin
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lzin Usaha Industri (1L dan Tanda Daftar Industri (TDD adaiah izin
usaha yang diberlakukan terhadap sctiap pendirian usaha / perusahaan
industri;

. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adatah surat izin untuk dapat

melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;

Tanda Dafta~ Perusahaan (TDP) adalah catatan resmi yang diadakan
menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1982 dan atau peraturan-peraturan pelaksanaanya vang memuat hal-
hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh
Pejabat yang berwenang;

Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah tanda pendaftaran  yang
diberlakukan terhadap setiap pengusaba atau perorangan yang
iemiliki dan atau menguasai gudang untuk menyimpan barang-
barang dagangan yang tidak diperuntukkan penyimpanan barang-
barang keperluan sendiri;

. Wajib retribust adalab orang pribadi atau badan hukum yang menurut

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi;

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha industri
dan perdagangan;

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Dacrah yang selanjutnya disingkat
SpdORD, adalah surat yang digunakan olch wajib retribust sebagai
dusar perhitungan dan pembayaran retribust yang (erhutang menurut
pueraturan perundang-undangan retribusi daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah. yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
vang terhutang;

Sural Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bavar Tambahan. yang
selanjutnya  disingkat  SKRDLB. adalah  Surat Keputusan yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi vang terhutang atau
tidak seharusnya tidak terhutang;

. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD

adalah sural untuk meclakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan denda;

Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap
SKRI atau dokumen lain yang disamakan, QKRDBT dan SKRDLB
yang diajukan oleh wajib retribusi;

. Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  mencari.

mengumputkan Jan mengolah data atau keterangan lainnya dalam
rangka  pengawasan kepatuhan  perusahaan terhadap kewajiban
perpajakan daerah dan retribusi ;

. Penyidikan tindax pidana dibidang retribusi duaerah adalah serangkatan

lindakan yang dilakukan oleh Fenyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
selanjutnya disebut pen:idik, untuk mencari serta mengumpulkan
bukti. dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
reiribusi daerah yang terjadi serta menemukan rersangka.

BAB II...........



BAB I
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Pertama

1zin Usaha Industri

Pasal 2

Izin Industri terdiri dari :

d.

b.

(0

Tanda Daftar Industri (TDI) yaitu izin industri bagi usaha industn
kecil yang memiiiki nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha;

[zin Usaha Industri {(IUl) adalah izin yang diberikan bagi usaha
industri menengah dan besar yang memiliki nilai investasi perusahaan
scluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 3

Setigp orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha industri dan
atau perluasan usaha industrl harus memiliki 12in industri dari Kepala
Daerah;

Untuk memperoleh lzin  Usaha Industri  harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah Melalui Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan
melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Fotocopy Izin Undang-tUndang Gangguan (HO):

b. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU):

Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. l'otocopy ..artu Tanda Penduduk (KTP);

Fotocopy Akte Notaris bagi Perusahaan yang Berbadan Hukum;
Pas Photo ukuran 3 x 4 em schanyak 3 lembar:

@]

—

Pasal 4

Sctelah memenuhy persyaratan schagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayal (2) dilakukan penelitian lokasi;

Hasil Penclitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam
Berita Acara sebagal bahan pertimbangan Kepala Daerah dalam
menerbitsan izing

Baya Berita Acara Pemeriksaan Kelapangan Dibebankan Kepada
Pengusaha.

Pasal 5

Dalam janoka waktu paling lama 7 (lujuh) hari kerja sejak
didaltarkannya berkas dan syarat-syarat scrta dinyatakan Iengkap,
maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan menerbitkan izin
industri;

Permohonan vang ditolak atau disempurnakan sehingga izin industri
tidak atau belum dapat diterbitkan harus dilengkapi dengan alasan
penolakan atau ketentuan penyempurnaan;

(3) Setelah ............
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(3) Setelah penyempurnaan dilakukan maka izin industri dapat
di*erbitkan sebagaimana dimaksud ayat (1);

{«) Pemilik Usaha Industri Wajib memperbaharui [zin Usaha (ndustri
apabila terjadi ocrluasan usaha melebihi 30 % dari kapasitas yang
diizinkan,

Pasal 6

lzin Usaha Industri dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat
persctujuan dart Kepala Daerah;

Pasal 7

(1) lzin Usaha industri berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang kembaii sctelah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (2);

(2) lzin Usaha Industri wajib diregristrast setiap 3 (tiga) bulan sebelum
masa berakhirnya izin.

Bagian Kedua
~ Tanda Daftar Industri

Pasal 8

(1) Setiap Industri yang melakukan Kkegiatan usaha di Wilayah
Kabupaten Musi Banyuasin harus memiliki Tanda Daftar Industri
dari Bupati;

(2 Untuk memperoleh Tanda Daftar Industri harus mengajukan
permohonan sccara tertulis kepada Bupati mclalui Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan
melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Tempat Usaha

b. Persetujuan Telangga

.. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk

d. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.

Pasal 9

(1) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayal (2). dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak

didaftarkannya berkas dan syarat-syarat serta dinyatakan lengkap,
maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan menerbitkan Tanda

Daftar Industr;

Permohonan © ang ditolak atau disempurnakan sehingga Tanda Daftar

Industri tidak atau belum dapat diterbitkan haris dilengkapi dengan

alasan penofakan alau ketentuan penyempurnaan:

(3} Sebelum Tanda Daftar Industri (TDD) diterbitkan maka dilakukan
Pemeriksaan ke lapangan melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
sedangkan segala sesuatu menyangkut pemeriksaan ke lapangan
dibebankan kepada pihak pengusaha yang bersangkutan.

A

Pasal 10 ..........



Pasal 10

Tanda Daftar Industri dapat dialihkan kepada pihak lain setelah
mendapatkan persetujuan dan Bupati.

Pasal 1i

(1y Tanda Daflar industri berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat
diperbaharui kembali sctelah habis masa berlakunya;

(2) randa Daftar industri wajib diregistrasi ulang 3 {tipa) bulan sebelum
masa berakhirnya izin.

Bagian Ketiga
Surat Izin Usaha Perdagangan

Pasal 12

Surat lzin Usaha Perdagangan terdirt darf :

a. Surat lzin Usaha Perdagangan Kecil yaitu izin usaha perdagangan
yvang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah
Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan
hangunan tempat usaha;

b. Surat lzin Usaha Perdagangan Mencngah yaitu izin usaha perdagangan
vang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.- (lima ratus
Jjuta ruptah), tidak termasu' tanah dan bangunan tempat usaha;

¢. Sural lzin Usaha Perdagangan Besar yaitu izin usaha perdagangan
vang memiliki  nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas
Rp 300.000.000.- (iima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan
bangunan tetapat usaha.

Pasal 13

(1} Setiap  orang  atau  badan yang melakukan kegiatan usaha
pe-dagangan harus memiliki izin usaha perdagangan dari Kepala
Daerah:;

(2) Untuk memperoleh izin usaha perdagangan harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Kepala Dacrah melalui Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan
melampirkan persyaratan schagai berikut :

a. Fotocopy Izin Undang-Undang Gangguan ([10);

. Fotocopy Surat 1zin Tempat Usaha (SITUY;

. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWDP):

I Fotocopy Kartu fanda Penduduk (K'TP):

C. Fotocopy Akte Notaris bagi Perusahaan yang Berbadan Hukumy

I, Pas Photo ukuran 3 x 4 cin sebhanyak 3 lembar,

oon ot

Pasal 14

Yy Sctetah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal
13 ayat (2). Dalam janpka waktu paling lama 7 (tujuh) har kerja
sejak  didaftarkannya berkas dan syarat-syarat serta dinyatakan
lengkap, maka Dinas  Perincustrian  dan Perdagangan  akan
menerbitkan izin usaha perdagangan:

(2) Permohonan ...........



(2)

(3)

Permohonan yang ditolak atau disempurnakan sehingga izin usaha

perdagangan tidak atau belum dapat diterbitkan harus dilengkapi
dengan alasan penolakan atau ketentuan penyempurnaan;

Seielah penyempurnaan dilakukan maka izin usaha perdagangan
dapat diterbitkas sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 15

izin Usaha Perdagangan dapat dialibkan kepada pihak lain setelah
menda rat persetujuan dart Kepala Daerah.

(1}

()

Pasal 16

fzin Usaha Perdagangan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang kembali sctelah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 ayat (2);

izin us~ha perdagangan wajib  diregristrasi ulang 3 (tiga) bulan
schetum masa berakhirmya izin.

Bagian Keempat
Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 17

Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di wilayali
Kabupaten Musi Banyuasin harus memiliki Tanda Daftar Perusahaan
dari Kepala Daerah;

Untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan harus mengajukan
permohonan sccara tertulis kepada Kepala (Dacrah melalui Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupalen Musi Banyuasin, dengan
melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- Fotocopy Tzin Undang-Undang Gangguan (HO);

- Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

- Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajuk (NPWP):

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP):

- IFotocopy Akte Notaris bagi Perusahaan yang Berbadan Hukum;

- Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.

Pasal 18

Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal
17 avat (2), Dalam jangka wakiu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak didaftarkannya berkas dan syarat-syarat serta dinyatakan
lengkap. maka [Dinas Perindustrian dan  Perdagangan akan
menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan;

“ermohonan yang ditolak  atau  disempurnakan  schingga Tanda
Daltar Perusahaan tdak atau belum dapat diterbitkan harus
dilengkapi dengan alasan penolakan atau ketentuan penyempurnaan;

Setelah penyempurnaan dilakukan maka Tanda Daftar Perusahaan
dapat diterbitkan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal19 ............
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Pasal 19

(1} Tanda Daftar Perusahaan dapat dialihkan kepada pihak lain setelah
mendapat persetujuan dari Kepale Daerah;

(2) Tanda Daftar Perusahaan wajib diregristrasi ulang 3 (tiga) bulan
seoelum masa berakhirnya izin.

Pasal 20

Tanda Duftar Perusahaan berlaku selama 5 (Jima) tahun, dan dapat
diperbaharui kembali setelah habis masa berakhirnya izin.

Bagian Kelima
Tanda Daftar Gudang
Pasal 21

(1) Setiap Perusahaan/Badan/Perorangan yang menguasai Gudang di
wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas ruangan 36 m2 atau
lebih harus memiliki Tanda Daftar Gudang dan Kepala Daerah;

(2) Untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang harus mengajukan
permohonan sccara tertulis kepada Kepala Daerah melafui Dinas
Perindustrian dan Perdagangain Kabupaten Musi Banyuasin, dengan
melampirkan persyaratan sebagai berikut

. Fotocopy 1zin Undang-Undang Gangguan (HO);

b. Fotocopy Surat 1zin Tempat Usaha (SITU);

¢. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (K'TP);

lF'otocopy Akie Notaris bagi Perusahaan yang Berbadan Hukum;

I, Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.

jav]

3

Pasal 22

(1} Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal
17 ayal (2), Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak didaftarkannya berkas dan syarat-svarat serta dinyatakan
lengkap. maka Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan akan
renerbitkan Tande Daftar Gudang;

(2) Permohonan yang  ditolak  atau disempurmakan  sehingga Tanda
Daflar Gudang tidak atau belum dapat diterbitkan harus dilengkap
dengan alasan penolakan atau ketentuan penyempurnaan:

(3) Setelah penyempurnaan dilakukan maka Tanda Daftar Gudang dapat
dierbitkan schavaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 23

Tanda Praltar Gudang dapat dialihkan kepada pihak Tain setelah mendapat
persetujuan dari Bupati.

Pasal 24

(1) Tanda Daftar Gudang berlaku selama 5 (Jima) tahun, dan dapat
diperbaharui kembeli setelah habis masa berlakunya:

{2y Pemilik ...........
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(2) Pemilik Gudang, wajib memperbaharui Tanda Daftar Gudang apabila
terjaci perluasan gudang melebini 30 % dari kapasitas yang dizinkan:

(3) Tanda Daftar Gudang wnjib dircgistrast ulang 3 (tiga) bulan sebelum
masa berakhirnya izin. :

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 25
Dengan nama Retribusi Perizinan Bidang [ndustri dan Perdagangan
dipungut retribusi  sebagat pembayaran atas pemberian [zin  Usaha
Industri dan Perdagangan kepada orang pribadi atau badan usaha yang
menjalanican setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus
vang didirikan. bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten

Musi Banyuasin hususnya untuk tujuan memperoleh keuntungan dan
atau loba.

Pasal 26
Objek eelribust ad.lah pelayanan perizinan daiam bidang Industri dan
Perdagangan.

Pasal 27

. ahjek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan
Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan.

BAB 1V
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 28

Retribusi  Perizinan Bidang [ndustri dan Perdagangan digolongkan
sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BABY

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 29

() lrinsip dan sasaran dalam penctapan struktur dan besarnya tarif
retribusi didasarkan atas tujuan untuk.

(2) Menutup biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan:

(3) Peningkatan pendapatan asli daerah:

{4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup (a) meliputi biaya
nengeeckan tempat vsaha. biaya pemeriksaan dan biaya transportasi
dalain rangka pembinaan dan pengawasan.

BAB VI...........
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BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Bagian Pertama
Retribusi Izin Usaha Industri

Pasal 30

(1) Tarif digolongkan berdasarkan nilai investasi dan tidak termasuk

_——
L9
S

(2)

tanal dan bangunan tempat usaha;

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

sebagai berikut ;

- Nilai invectasi Rp. 201.000.000 s.d Rp.500.000.000 sebesar
Rp.300.000.-

- Nilai investasi diatas Rp, 501.000.000 sebesar Rp. 500,000, -

Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke

F.as Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 40 % dan 60 % untuk biaya

operasional lzin Usaha Industri pada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagian Kedua
Retribusi Tanda Daftar Industri

Pasal 31

Tarif digolongkan berdasarkan nilai investasi dan kekayaan bersih
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha:
Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut ;
- Nilai Investasi  Rp.5.000.000 s/d  Rp.50.000.000 sehesar
Rp. 50.000.-
- Nilai Investast Rp.51.000.000 s/d Rp.100.000.000  sebesar
Rp. 100.000.-
- Nilai Investasi Rp.101.000.000 s/d Rp.200.000.000 scbesar
Rp. 200.000.-
Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke
Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 40 % dan 60 % untuk biaya
operasional Tanda Daftar Industri pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kebupaten Musi Banyuasin,

Bagiar Ketiga
Retribusi Su+at 1zin Usaha Perdagangan
Pasal 32

Tarit digolongkan berdasarkan modal disetor dan kekayaan bersih
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha:

Besarnya taril’ sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut ;

- Surat [zin Usaha Perdagangan Kecil sebesar Rp. 150.000,-

- Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah sebesar Rp. 200.000,-

- Surat lzin Usaha Perdagangan Besar sebesar Rp. 300.000.-

(3) Hasil .c........



(4) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke

M
(2)

(1

M

(3)

Kas Daerah l.abupaten Musi Banyuasin 40 % dan 60 % untuk biaya
operasional Surat lzin Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagian Keempat

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 33

Tarif digolongkan berdasarkan jznis perusahaan,

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut :

- Perwakilan perusahaan asing Rp. 750.000,-
- Kantor cabarg/anak perusahaan Rp. 500.000,-
- Perseroan Terbatas (PT) Rp. 350.000,-
- Comanditer Venoshap (CV) Rp. 150.000,-
- Koperasi Rp. 50.000,-
- Firma (Fa) Rp. 150.000,-
- Perorangan (Po) Rp. 50.000.-
- BUMN/BUMD Rp. 150.000,-

Hasi' retiibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke
Kas Dacrah Kabupaten Musi Banyuasin 40 % dan 60 % untuk biaya
operasional "anda Daftar Perusahaan pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagian Kelima
Retribusi Tanda Daftar Gudang

Pasal 34

Tarif digolongkan berdasarkan fuas gudang;

Besarnyu tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut : gudang dengan luas sempai dengan 36 m? pertama
dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan
se%anjutnya selebihnya ditetapkan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap
m

Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke
Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuacin 40 % dan 60 % untuk biaya
operasional Tanda Dafiar Gudang pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin,

BAB VI
MASA RETRIBUSI

Pasal 35

Masa retribusi adulah berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang
3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya izin.

BAB VIII ...........
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BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 36

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan retribusi
Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang disamakan;

(3) Retribusi dipungut bersamaan dengan waktu penerbitan perizinan,

Pasal 37

(1) Kewenangan Pemberian Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan
berada pada Bupati Musi Banyuasin;

(2) Bupati Musi Banyuasin melimpahkan kewenangan dimaksud pada
ayat (1) kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Musi Banyuasin. '

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

pasal 3, pasal 8, pasal 13, pasal 17, pasal 21 dikenakan sanksi administrsi

berupa :

a. Kewajiban untuk mengurus IUI, TDI, SIUP, TDP dan TDG sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

b. Penghentian kegiatan usahanya untuk sementara sampai dengan
diterbitkannya izin;

BAB X

KEBERATAN, PENGURANGAN, KERINGANAN
: DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 39

(1) Wajib retribisi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan;

(2) Kceberatan diajukan secora tertulis dengan disertai alasan-alasan yang
jelas; .

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan
retribusi;

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak tanggal SKRD aiau dokumen lain yang dipersamakan,
keeuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tiduk dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kuasanya;

(5) Keberatan .............



(5)

(6)

(1

(2)

M
(2)

(3)

(1

(2)

(3

(M

(2)
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Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan,
sehingga tidak dipertimbangkan;

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribust
dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 40

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan;

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya arau sebagian, menolak dan atau menambah besarnya
retribusi terutang.

Pasal 41

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan
retribusi;

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan
wajib retribusi;

Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X1
KETENTUAN PIDANA
Pasal 42

Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan ini, diancam Pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) .

Barang siapa yang tidak mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan
ketentuen pasal 17, maka akan dikenakan sanksi pidana pasal 32, 33,
34, dan 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982;

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah
planggaran.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 43

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang retribusi

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah ¢ gar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan
jelas;

b. Meneliti ...........
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b. Meneliti, mencari dan mengumpuikan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang
retribusi daerah; :

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
tain berkenaan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. Melakukan pengendalian untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, - pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak piduna dibidang rettibusi daerah;

g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan n.emeriksa identitas orang dan atau dokumen-dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada hurup c;

h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah,;

i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang

dapat dipertanggung jawabkan;

e

(3) Penyidik sebagaimana dinaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyelidikan kepada
penuntut umum. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X1l

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan-peraturan lain
yang mengatur tentang pelaksanaan perizinan bidang industri dan
petdagangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin,
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Semua Jenis Perizinan  (IUI, TDI, SIUP, TDP, TDG) yang telah
diteroitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
masa berlakunya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Musi
Banyuasin.

Pasal 47 ..........
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Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan

Peraturan Dacrah ini dengan penempawannya dalami Lembaran Dacrah
Kabupaten Musi Banyuasin,

Ditetapkan di Sckayu
pada tangpal 25 JULI 2003

Dinndangkan di Selayu e
padda tanpepad

o5 L1 2005
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